
Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis Membership
 
Implikasi hukum perubahan data perseroan terbatas yang dinyatakan
batal demi hukum melalui putusan pengadilan: studi Kasus Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1580 K/PDT/2018 =
Legal implications of limited liability company data changes which was
declared null and void by law court : case study of Supreme Court
Decision Republic of Indonesia Number 1580 K/PDT/2018
Rahadiani Kireina, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20492516&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Dalam tesis ini Penulis akan membahas mengenai implikasi hukum mengenai pembatalan Perubahan Data

Perseroan yang disebabkan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang cacat hukum karena

tidak terpenuhinya syarat sah pelaksanaan RUPS. Adapun permasalahan yang dibahas dalam tesis ini

mengenai keabsahan dari pelaksanaan suatu RUPS yang memuat Perubahan Data Perseroan. Selain itu pula

akan dibahas mengenai implikasi hukum Perubahan Data Perseroan yang dinyatakan batal demi hukum

terhadap pihak ketiga dan juga keputusan administrasi pemerintahan yang berupa Surat Keputusan dan Surat

Peneriman Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji penerapan UUPT dan Permenkumham No.

4/2014 dan Permenkumham No.1/2016 dikaitkan dengan kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1580

K/PDT/2018 sebagai contoh kasus terhadap pembatalan RUPS yang cacat hukum.

 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh Penulis telah didapatkan hasil penelitian berupa keabsahan

dari pelaksanaan RUPS dalam Perseroan Terbatas harus memenuhi syarat sah dari RUPS sebagaimana

tercantum dalam Pasal 76- 90 UUPT, selain itu perlu juga memerhatikan ketentuan lain pada UUPT dan

anggaran dasar. Apabila terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka RUPS tersebut menjadi cacat

hukum dan kehilangan keabsahannya. Mengenai implikasinya terhadap Perubahan Data Perseroan yang

batal demi hukum harus dilaporkan kepada Menteri agar dapat dilakukan pembatalan data yang telah

tercantum dalam SABH dan untuk implikasi pada pihak ketiga harus didasarkan pada prinsip-prinsip

pertanggungjawaban, yang dalam hal ini pihak ketiga dapat menuntut ganti rugi.

<hr>In this Thesis, the author will elaborate regarding the law implication concerning revocation of change

of company data, due the violation of law in the implementation General Meeting of Shareholders (GMS)

which was defected since the requirements for the implementation of the GMS has not complied. The issues

that will be discussed in thesis is regarding the validity of the implementation of a GMS that contains the

company data changes. In addition, it will also discuss the legal implications of Changing Company Data

which are declared null and void to third parties and also government administrative decisions such as The

Decree and The Receipt of Notification from the Minister of Law and Human Rights. The method used is

normative juridical, namely by reviewing the implementation of the Company Law and Permenkumham No.

4/2014 and Permenkumham No. 1/2016 are associated with the case of the Supreme Court Decision Number

1580 K/PDT/2018 as an example of a case against the cancellation of a legally flawed EGMS.

 

Based on the analysis conducted by Author, the results of the GMS consist of Annual GMS and
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Extraordinary GMS which are the substance of the validity of the implementation of the GMS in a limited

liability company must fulfill the legal requirements of the GMS as stated in Article 76-90 of the Company

Law, in addition it also needs to consider the other provisions in the Limited Liability Company Law and

articles of association. If there is one condition that is not met, then the GMS becomes legally flawed and

loses its validity. Regarding the implications of the company data changes was declared null and void the

law must be reported to the Minister so that data cancellation that has been listed in SABH can be carried

out and the implications for third parties must be based on the principles of accountability, which in this case

the third party can sue the compensation.


